
 

 

 

 
 

 
 
 

BUPATI TEMANGGUNG 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 66 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

 
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien, 

efektif, terarah dan berkesinambungan perlu disusun 
perencanaan tahunan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
 



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 
8. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5589); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia, Nomor 4890); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia, Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi; 

16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan 

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Temanggung 
Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 129); 



18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Tahun 2021; 
22. Peraturan Bupati Temanggung 24 Tahun 2017 tentang Tugas 

dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 24); 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung. 

5. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

6. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 

usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga 

pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat 
daerah kabupaten/kota. 

9. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai. 

 
 



10. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 

selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio 
ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam 

penyelesaian kerugian Daerah. 
 

BAB II 
TUJUAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 2 
 
Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan adalah: 

a. mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat 
Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; 

b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan 
c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP. 
 

Pasal 3 
 
(1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 meliputi: 
a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang disusun berbasis prioritas dan risiko; 
b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; dan 

c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
(2) Fokus pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan tema “Mengawal 5 (lima) Arahan Presiden”. 
 

Pasal 4 

 
(1) Perencanaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

dijabarkan dalam bentuk: 

a. Fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat 
daerah; dan  

b. Jadwal pelaksanaan. 
(2) Uraian perencanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 
 

BAB III 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 
 

Pasal 5 

 
(1) Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan 

tindak lanjut hasil pengawasan. 
(2) Untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tindak lanjut hasil 

pengawasan, Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Bupati dibantu oleh 
Inspektorat. 

(4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam 

puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan. 
(5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tindak 

lanjut hasil pengawasan. 





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

 NOMOR 66 TAHUN 2020 
TENTANG  

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 
2021 

  
 

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 

 
FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH 

TERHADAP PERANGKAT DAERAH 

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat 

Daerah, dengan fokus: 

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam 

rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko 

tinggi. 

2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu: 

a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan 

masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak 

pidana korupsi; dan 

b. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus 

kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk 

dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah. 

3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, 

meliputi: 

a. Kinerja Rutin Pengawasan 

1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana 

strategis perangkat daerah dengan sasaran menjaga konsistensi 

rencana pembangunan jangka panjang dengan rencana 

pembangunan jangka menengah daerah serta meyakinkan 

penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan kaidah 

perencanaan; 

2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah 

tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja 

Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga 

konsistensi rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan 

dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi 

dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran 

daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan 

kaidah perencanaan; 

 

 



3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran 

memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi 

material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan 

berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan; 

4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara 

terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja 

yang andal, akurat dan berkualitas; 

5) reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 

sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan 

keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

6) reviu dana alokasi khusus Fisik dengan sasaran meyakinkan 

pemerintah daerah dalam penyaluran dana alokasi khusus Fisik 

telah memenuhi persyaratan dokumen; 

7) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran 

menilai kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah; 

8) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran 

memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan 

pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan 

9) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat 

pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan 

pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya. 

b. Pengawasan Prioritas Nasional 

1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern 

pemerintahdan aparat penegak hukum dalam penanganan 

laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan 

sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang 

berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama 

Pemerintah Kabupaten Temanggung, Kejaksaan Negeri Temanggung, 

dan Kepolisian Resor Temanggung; 

2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran 

meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah 

telah bersih dari pungutan liar; 

3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender 

(responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan 

penganggaran daerah telah memperhatikan gender; 

4) dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah 

mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan 

pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan; 

5) bantuan operasional sekolah sasaran meyakinkan sekolah telah 

mengelola dana bantuan operasional mulai dari penyaluran, 

penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

 

 

 




